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PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah, Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun anggaran 2023 sesuai’
dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab
manajemen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah
disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan
perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan

kinerja ini.

Painan, 7 Maret 2024
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IKHTISAR EXECUTIVE

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2023 disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Peraturan Presiden
tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan
didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Oleh
karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah, harus pula mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam bentuk penyampaian
Laporan Kinerja (LKj).

Penyusunan LKj ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan perwujudan Visi
dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui tujuan dan sasaran
strategis. Tujuan dan sasaran strategis dicapai melalui kebijakan, program dan kegiatan
yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan serta terciptanya sistem
pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap Pemerintah, dan
meningkatkan kinerja instansi Pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat
terciptanya Kepemerintahan yang baik (good governance).

Penyusunan LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2023 ini, disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala
Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati

Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem
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Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka mewujudkan visi dan
misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil
dari penilaian yang sistemik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang
berupa indikator masukan, keluaran, dan hasil. Secara rinci pengukuran kinerja tersebut
dilakukan dengan mengevaluasi sasaran strategis yang didukung oleh Program/Kegiatan
yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan,
khususnya pada Misi Keenam, yaitu Mewujudkan Kondisi Masyarakat Yang Aman
Tentram Dan Dinamis maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir
Selatan menetapkan tujuan, yaitu (1) Terwujudnya Reformasi Birokrasi Yang Berkinerja
Tinggi (2) Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan Yang Aman, Tentram dan
Dinamis. Tujuan tersebut dijabarkan melalui 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu (1) Terwujudnya
Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja (2) Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah (3)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan
secara Mandiri. Maka, untuk mewujudkan itu semua, ditetapkan Perjanjian Kinerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 yang dapat dilihat target

dan capaiannya secara lengkap pada tabel berikut :
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Misi 6 : Mewujudkan Kondisi Masyarakat Yang Aman Tentram dan Dinamis

Tabel 1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

SASARAN Realisasi % .
NO STRATEGIS INDIKATOR Satuan Target | capaian | Capaian | Predikat
Terwujudnya o
1. , Nilai AKIP Menunggu
Pemerintahan Yang | pe, oot Tanpa | 1) | A(8026) | 99.09 |  Hasi
Akuntabel dan Satuan iy
Berkineria Daerah Penilaian
) SAKIP
Meningkatnya Nilai
2 Kualitas Inovasi Kematangan Tanpa 100 87 87 Sangat
. Satuan Baik
Daerah Inovasi PD
Cakupan
pencegahan Persen | 80% 100 15 | Sangat
atau tangkal Baik
Meningkatnya dini konflik
Partisipasi Cakupan
3 Masyarakat dalam Peningkatan
" | Pembangunan dan | Pendidikan
Menjaga Lingkungan | Wawasan 0 Sangat
Secara Mandiri Kebangsaan Persen 30 % 40 133 Baik
dan
Pendidikan
Politik
, Sangat
Rata-rata Capaian 111.10 Baik

*Nilai LKj tahun 2022

Dari 3 Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan 4 indikator

kinerja , dimana 3 (tiga) indikator dapat dilaksanakan dengan sangat baik dan 1 indikator

sasaran yang masih dalam proses penilaian yaitu indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik.
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Evaluasi atas rata-rata data pendukung dan permasalahan pada setiap sasaran
menunjukan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik, untuk merumuskan kembali program dan kegiatan yang benar benar menunjang
secara langsung pencapaian target dan sasaran.

Hasil evaluasi capaian kinerja diharapakan dapat dijadikan acuan dalam penentuan
kebijakan dimasa mendatang dan dapat memberikan kontribusi positif dalam penyusunan

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat,
taufik dan hidayah-Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 telah selesai di susun.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang
harus terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel
dan transparan. Laporan ini disusun secara periodik berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi,

maka setiap Instansi Pemerintah harus menyusun Laporan Kinerja (LKj).

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 181 Tahun 2021
tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik yang berupaya melakukan berbagai Program dan Kegiatan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan anggaran

dan pencapaian hasilnya, serta pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah ini.

Dalam pelaksanaan Program/kegiatan dalam tahun anggaran 2023, masih ditemui
beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaannya namun dengan dukungan berbagai pihak
terutama Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan instansi terkait,
semua hambatan-hambatan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.
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Laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan
kegiatan dimasa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan

pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

_Painan, 22 Februari 2024

Vi
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun
2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka setiap Instansi Pemerintah

harus menyusun Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggung jawaban atas capaian kinerja
organisasi/Instansi Pemerintah secara transparan dan akuntabel, untuk itu pada setiap
akhir tahun anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sebelumnya merupakan
bagian pada Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang terbentuk berdasarkan Peraturan
Bupati Pesisir Selatan Nomor 181 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maka menyusun
Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini disusun untuk mengukur pencapaian target kinerja
yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik tahun 2022. Akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
diwujudkan melalui pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan
membandingkan antara target dan realisasi kinerja program dan kegiatan yang menjadi

tujuan dalam sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penyusunan LK] dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1
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disampaikan kepada Bupati Pesisir Selatan untuk dikompilasi menjadi LKj Pemerintah
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntablitas Kinerja (wajib) menyusun dan
menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan
anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut
menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas
akuntabilitas kinerja satuan kerja, hingga entitas akuntabilitas kinerja Pemerintah
Daerah. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah
pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai
hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya Laporan Kinerja (LK]), dapat
diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan
pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian

antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya.

Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana
kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang. Penyusunan Laporan Kinerja (LK)
diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format Laporan
Kinerja (LKj) pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi;
rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan
analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi
terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber

daya).

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud disusunnya Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja

2
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penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik yang jelas, transparan, dan dapat

dipertanggungjawabkan serta sebagai wujud pertanggungjawaban

keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran tahun 2022. Adapun maksud dan
tujuan penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kabupaten

Pesisir Selatan Tahun 2023 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja: bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 sebagai sarana
pertanggung jawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Tahun
2023 atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2023. Esensi
capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan
dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2023.

2. Aspek Manajemen Kinerja: bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 sebagai sarana
evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 bagi upaya -upaya perbaikan kinerja di masa

datang.

1.3. DASAR HUKUM
Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2023 disusun mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang
mengaturnya antara lain :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
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4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2021-2026;

8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 181 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 182 Tahun 2021 tentang Rencana
Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021-2026.

1.4. GAMBARAN UMUM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan berkedudukan di
Jalan Rohana Kudus Painan Kecamatan IV Jurai. Gedung kantor dengan kondisi yang
kurang baik dan fasilitas yang masih kurang lengkap. Adapun gedung Kantor Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik ini merupakan Gedung Dinas Lingkungan Hidup yang saat
ini bergabung dengan Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Polittk mempunyai tugas membantu pimpinan
daerah mewujudkan visi dan misi daerah dengan fungsi:
a) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;
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b)

9)

Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan
kebangsaan, penyelenggaraan Politik daam negeri dan kehidupan demokrasi,
pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antar
suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan
pemberdayaan organisasi kemasayarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan
nasional dan penanganan konflik social sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan
kebangsaan, penyelenggaraan politikk dalam negeri dan kehidupan demokrasi,
pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan
antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi
organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan
demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan
kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya,
fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;

Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
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1.5. STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 181 Tahun 2021
tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan memiliki struktur organisasi sebagai
berikut :

KEPALA BADAN

SEKRETARIS BADAN

KELOMPOK
SUB BAGIAN UMUM JABATAN
DAN FUNGSIONAL SUB-
KEPEGAWAIAN SUBTANSI
Eselon I11.B PROGRAM
ANGGARAN DAN
BIDANG BIDANG BIDANG
IDEOLOGI, WAWASAN POLITOK DALAM NEGERI DAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN
KEBANGSAAN DAN KETAHANAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PENANGANAN KONFLIK
EKONOMI, SOSIAL BUDAYA Eselon 111.B
AGAMA
Eselon 111.B Eselon I11.B
SUB BIDANG SUB BIDANG
IDEOLOGI WAWASAN SUB BIDANG
KEBANGSAAN i POLIT”E DﬁL'?yANEGERI KEWASPADAAN DINI DAN
Eselon IV A selon 1. KERJASAMA INTELIJEN
) Eselon IV.A
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
IDEOLOGI WAWASN ORGANISASI PENANGANAN KONFLIK
KEBANGSAAN KEMAYARAKATAN Eselon IV.A
Eselon IV.A Eselon IV.A

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan
Sumber : Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 181 Tahun 2021
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A. Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir
Selatan
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam pelaksanaan
tugasnya dibantu oleh :
1. Sekretariat, membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program Anggaran dan
Keuangan.
2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,Sosial
Budaya, Agama membawahi :
a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi ldeologi dan Wawasan
Kebangsaan;
b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub —Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Agama.
3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi :
a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kewaspadaan Dini dan
Kerjasama Intelijen;
b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub — Substansi Penanganan Konflik.
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi:
a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Politik Dalam Negeri;

b.  Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Organisasi Kemasyarakatan.

1.6. KEPEGAWAIAN

Dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Sumber Daya Aparatur dengan jumlah
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total ASN 20 orang dan Non ASN 15 orang per 31 Desember 2023. sebagaimana

tergambar pada tabel-tabel berkut :

Tabel 1.6.1

Komposisi Aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Kelamin

No JABATAN Jenis Kelamin Jumlah
L P
1 Kepala Badan 1 - 1
2 Sekretaris Badan 1 - 1
3 Kepala Bidang 3 - 3
4 Kepala Sub Bagian - 1 1
5 Jabatan Fungsional 1 3 4
6 Penelaah Teknis Kebijakan 5 2 7
7 Pengadministrasian Perkantoran 2 1 3
8 Non ASN 2 13 15
Total 15 20 35
% terhadap Jumlah Pegawai 42.86 5714 100

*Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian (Kondisi Desember 2023)

Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan pada grafik
1.6.1 berikut:

Komposisi Aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Berdasarkan Jenis
Kelamin

NON ASN  —

PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN
PENELAAH TEKNIS KEBUAKAN [
JABATAN FUNGSIONAL [
KEPLA SUB BAGIAN

KEPALA BIDANG  p—
SEKRETARIS BADAN  pn
KEPALA BADAN g
o 2 4 [ 8 10 12 14

JENIS KELAMIN PEREMPUAN W JENIS KELAMIN LAKI-LAKI
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Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Tabe

11.6.2

KUALIFIKASI PENDIDIKAN
No JABATAN 5 St D3 SLTA JUMLAH
1 Kepala Badan 1 1
2 Sekretaris 1 1
3 Kepala Bidang 1 2 3
4 Kepala Sub Bagian 1 1
5 Jabatan Fungsional 4 4
6 Penelaah Teknis Kebijakan 1 6 7
7 Pengadministrasian 3 3
Perkantoran
8 Non ASN 1 10 4 15
Total 5 23 7 35
% terhadap Jumlah Pegawai 14.29 | 65.71 20 100

*Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian (Kondisi Desember 2023)

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Pesisir Selatan sudah cukup memadai untuk melaksanakan tugas dan
fungsi Badan Kesbangpol yang mana 65.71% sudah berpendidikan Sarjana (Strata 1)
dan 20% lagi berpendidikan SLTA sederajat. Untuk pegawai yang berpendidikan SLTA
sederajat perlu adanya pengarahan untuk pengembangan karir yang lebih baik seperti
diklat teknis, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara grafik komposisi pegawai

berdasarkan tingkat pendidikan dapat disajikan pada grafik 1.6.2 berikut :

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NON AsN I

PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN
PENELAAH TEKNIS KEBUAKAN
JABATAN FUNGSIONAL

KEPLA sUB Bacian

KEPALA BIDANG [N

SEKRETARIS BADAN
KEPALA BADAN

0] 2 4 6 8 10 12 14 16

B KUALIFIKASI PENDIDIKAN 52 KUALIFIKASI PENDIDIKAN 51

KUALIFIKASI PENDIDIKAN D3 KUALIFIKASI PENDIDIKAN SLTA
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Tabel 1.6.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

NO JABATAN ||GOLO'\|I|?AN m JUMLAH

1 Kepala Badan - - - 1 1
2 Sekretaris - - - 1 1
3 Kepala Bidang - - 2 1 3
4 Kepala Sub Bagian - - 1 - 1
S Jabatan Fungsional - - 4 - 4
6 Penelaah Teknis Kebijakan - 6 1 7
7 Pengadministrasian Perkantoran - 3 - 3
TOTAL - 3 15 3 20

% terhadap Jumlah Pegawai 15 75 15 100

*Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian (Kond:sr Desember 2023)

Sebagaimana diuraikan tabel diatas, tercatat 75 % Pegawai Badan Kesbangpol
sudah golongan lll, secara grafik komposisi pegawai berdasarkan golongan disajikan

pada grafik 1.6.3 berikut ini :

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
JABATAN FUNGSIONAL

KEPLA SUB BAGIAN

KEPALA BIDANG

SEKRETARIS BADAN

KEPALA BADAN

0 1 2 3 - 5 6 7 8

B GOLONGAN | GOLONGAN I GOLONGAN 1ll GOLONGAN IV
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Tabel 1.6.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan Pada Masing Masing Bidang
Tahun 2023
No. Bidang Jumlah Persentase
1. | Sekretariat 7 35 %
2. | Bidang Ideologi wawasan 4 20 %

Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Agama

3. Bidang Politik Dalam Negeri dan 4 20 %
Organisasi Kemasyarakatan
4, Bidang Kewaspadaan Nasional dan S 25%
Penanganan Konflik
Jumlah 20 100 %

*Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian (Kondisi Desember 2023)

Berdasarkan uraian tabel diatas tercatat 35 % pegawai berada di Sekretariat,
sedangkan jumlah pegawai pada masing masing bidang berkisar 20 dan 25 %. secara
grafik komposisi pegawai berdasarkan penempatan pada masing-masing bidang pada
tahun 2023 disajikan pada grafik 1.6.4 berikut ini :

Persentase Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada
Masing-Masing Bidang pada Tahun 2023

BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN
KONFLIK

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN,
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
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1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2023 menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah
ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2023. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana
dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja.
Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan
mengurai penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud.
Sedangkan analisis program/kegiatan menguraikan tentang efesiensi penggunaan
anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator
kinerja dan target kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan kerangka pikir tersebut,
sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Pesisir Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
BAB | PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas tentang Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dengan rincian sebagai
berikut:

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Dasar Hukum

1.4 Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1.5 Struktur Organisasi

1.6 Kepegawaian

1.7 Sistematika Penulisan

1.8 ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

12
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BAB Il PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023
dengan rincian sebagai berikut:
2.1 Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.
2.2 Perjanjian Kinerja
2.3 Indikator Kinerja Utama
BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja
3.3 Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.4 Realisasi Keuangan
BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan

4.2 Saran
LAMPIRAN

1.8 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.
Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang menjadi pokok perhatian
Badan Kesatuan Bangsa dan Politikk Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan tugas

pokok dan fungsinya antara lain:

1. Mulai melunturnya/ menurunnya jiwa bela negara dan wawasan kebangsaan
pada generasi muda yang disebabkan oleh:
a. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai
budaya bangsa dan Pancasila;

b. Terjadinya globalisasi dan digitalisasi;

13
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c. Munculnya bibit-bibit fanatisme dan radikalisme;

d. Masih belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan ideologi, wawasan
kebangsaan dan karakter bangsa.

Masih tingginya kasus kenakalan remaja dan penyakit masyarakat yang

disebabkan oleh:

a. Masih rendahnya pencegahan penyakit masyarakat;

b. Masih rendahnya pengawasan penyakit masyarakat;

c. Masih terbatasnya kemampuan dalam membatasi peredaran dan
penyalahgunaan narkoba;

d. Masih belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Masih adanya potensi gangguan terhadap kerukunan umat beragama yang

disebabkan oleh:

a. Masih rendahnya tingkat penyelenggaraan penguatan kerukunan umat
beragama

b. Munculnya aliran-aliran kepercayaan baru;

c. Belum terbentuknya Forum Komunikasi Umat Beragama.

Masih banyaknya potensi konflik di tengah masyarakat yang dipicu oleh:

a. Belum optimalnya peran tim dan forum strategis daerah dalam mencegah dan
menaggani konflik;

b. Belum akuratnya data potensi konflik.

Masih rendahnya kualitas demokrasi yang disebabkan oleh:

c. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberian hak suara;

d. Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat;

e. Masih rendahnya pengawasan terhadap partai politik;

f.  Belum optimalnya peran ormas dan LSM dalam pembangunan.

14
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1.9 ISU - ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik

Kabupaten Pesisir Selatan untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1.

Meminimalkan terjadinya konflik.

Peningkatan upaya pencegahan dan penyelesaian konflk di tengah
masyarakat baik konflik politik dalam pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan
ekonomi, konflik keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan, konflik
industrial yang berkaitan dengan upah, konflik lahan dan sumber daya alam.
Selain itu juga akan diupayakan penguatan kerukunan antar umat beragama

dan penganut aliran-aliran kepercayaan dalam menjaga ketahanan bangsa;

Memperkuat karakter kebangsaan.
Pemantapan wawasan kebangsaan, ideologi pancasila, pembauran
kebangsaan, kesadaran dan kemampuan bela negara serta pembangunan

karakter bagi masyarakat;

Optimalisasi pencegahan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja.

Koordinasi antar Lembaga diperintah daerah, penegak hukum serta tokoh-
tokoh masyarakat perlu untuk dioptimalkan guna mencegah merebaknya
penyakit masyarakat dan kebakalan remaja, termasuk didalamnya pencegahan
penyelahgunaan narkoba, minuman keras, tawuran, perjudian serta pelecehan

seksual;

Meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas demokrasi ditengah masyarakat maka perlu
dilakukan optimalisasi pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika
dan moral politik serta kedewasaan perilaku berdemokrasi. Selain itu,

penguatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra

15
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pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan juga perlu menjadi perhatian

bagi pemerintah daerah.

5. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi.
Pemantapan implementasi reformasi birokrasi, pada hakekatnya adalah upaya
untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan
meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah, maka diharapkan dapat
meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

16
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BAB I
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

21 RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Pesisir Selatan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 2021 - 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Pesisir Selatan 2021 — 2026. Dokumen perencanaan ini secara garis besar
memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Pencapaian Visi dan Misi
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam RPJMD, diwujudkan
dengan Tujuan dan Sasaran Strategis masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD).

2.1.1VISI
Visi merupakan gambaran dan harapan masa depan yang akan diraih dalam

waktu yang telah ditentukan. Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-

2026 adalah Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat

didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional. Penjabaran Visi tersebut

adalah :

Sejahtera . Mengandung makna dalam lima tahun kedepan akan terjadi
semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang
diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita
penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka

kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan
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masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Maju : Mengandung makna membangun daerah yang dilandasi
keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi,
sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung
sumberdaya manusia yang unggul, profesional, berperadapan
tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke

depan.

Bermartabat . Mengandung makna kondisi kehidupan masyarakat berbangsa
dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan
budaya yang luhur, mengedepankan ASBK (Adat Basandi
Sarak, Sarak Basandi Kitabullah)

Akuntabel . Mengandung makna tanggungjawab yang bersifat obyektif dan
kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau
menjelaskan  kinerja  atas  tindakan  seseorang/badan
hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki
hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau

pertanggungjawaban.

Profesional . Mengandung makna bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan
yang baik (Partisipatif, Transparan dan Efisien) dan Bersih

(bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

212 MISI

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun ke depan, maka
untuk MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN
BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN
PROFESIONAL dilaksanakan melalui 6 ( enam ) Misi yaitu :

18
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1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan

transparan.

2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.

3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan

unggulan daerah.

4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang

nyaman dan berkesan.

5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya

manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.

6. Mewujudkan masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan mendukung misi

ke-6 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu Mewujudkan Masyarakat

Yang Aman, Tentram dan Dinamis dengan tujuan terciptanya kondisi masyarakat

Pesisir Selatan yang aman tentram dan dinamis.

2.1.3 Misi. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis

Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dapat dilihat

pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1

Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi Tujuan Sasaran
Misi Keenam : 1.Terwujudnya  Reformasi | (1). Terwujudnya Pemerintahan
Mewujudkan masyarakat | Birokrasi Yang Berkinerja | Yang Akuntabel dan Berkinerja
yang aman, tentram dan | Tinggi (2). Meningkatnya Kualitas
dinamis Inovasi Daerah
2.Terciptanya Kondisi | (3).Meningkatnya Partisipasi

Masyarakat Pesisir Selatan
Yang Aman, Tentram dan
Dinamis

Masyarakat Dalam
Pembangunan dan Menjaga
Lingkungan Secara Mandiri

Laporan Kinerja Tahun 2023
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2.2

PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

mengacu kepada sasaran strategis. Disini disajikan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan

Bangsa dan Politikk Tahun 2023. Secara garis besar perjanjian kinerja tahun 2023

meliputi 3 sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut

dilakukan melalui . indikator kinerja beserta targetnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja 2023
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. | Terwujudnya Pemerintahan
Yang Akuntabel dan Nilai AKIP Perangkat Daerah A (81)
Berkinerja
2. Meningkatnya Kualitas Nilai Kematangan Inovasi Perangkat
: 100
Inovasi Daerah Daerah
Cakupan Pencegahan atau Tangkal 80
Dini Konflik °
3. | Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja Organisasi Cakupan Peningkatan Pendidikan
Wawasan Kebangsaan dan 30 %
Pendidikan Politik

Perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 3 (tiga) sasaran strategis

dengan 4 (empat) indikator kinerja, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Sasaran strategis | “Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja”
dengan indikator kinerja “Nilai Akip Perangkat Daerah” dengan target “A (81)”.
Sasaran Strategis Il “Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah” dengan indikator
kinerja “Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah” dengan target “100”.

Sasaran Strategis Il “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi” dengan 2

(dua) indikator kinerja, yaitu: 1) Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik

20
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(target: 80%), 2) Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan
Pendidikan Politik (target: 30%).

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur
tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator
kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran
yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang
direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang
memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja
organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan
pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan
mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil

apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya
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Tabel. 2.3
Penetapan Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2021-2026
SUMBER DATA DAN
INDIKATOR INDIKATOR TARGET PENANGGUNGJA-
NO TUJUAN SASARAN KINERJA PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN | SATUAN WABAN
TUJUAN
UTAMA
2021 2022 2023 2024 2025 | 2026
U] ) @) ) (5) (6) (7 (8) © (10) (1) (12) | (13 (14)
Terwujudnya Sumber Data:
Pemerintahan Nilai AKIP o Tanpa BB BB A A A Laporan LKj.
Terwujudnya yang Perangkat Hasil penilaian Inspektorat Daerah Satuan (71.8) 72) A(81) (812) 615) | (82 Penanggungjawab:
Reformasi Indeks Akuntabel dan Daerah ' : : Badan Kesatuar.].
1. | Birokrasiyang | Reformasi Berkinerja Bangsa dan Politik
Bekinerja Birokrasi , Nilai Sumber Data: Aplikasi
Tinggi Meningkatnya Kematangan Hasil penilaian saat pengentrian kriteria Tanpa IGA
99 Kualitas g pentaian saa pengen P NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Penanggungjawaban:
. Inovasi inovasi pada aplikasi IGA Satuan
Inovasi Daerah Badan Kesatuan
PD Bangsa dan Politik
> potensi konflik
Meningkatnya Cakupan yan?e:?ar::;k‘séyaﬁzr::e:zizrdan Sumber Data: Data
Partisipasi encegahan ! X Bidang Kewaspadaan
arisipas! penceg kewaspadaan dini masyarakat 0 % 80 80 80 80 100 100 'oang tiewasp
Masyarakat atau tangkal KDM 100% Nasional dan
Indeks dalam dini konflik (KDM) Penanganan Konflik
2. Kebahagiaan Pembang.unan 5" konfiik yang dilaporkan
Masyarakat dan Menjaga
Lingkungan Cakupan Y Kelompok masyarakat yang Sumber Data: Bidang
Secara Peningkatan | mendapatkan Pendidikan Wawasan X y N/A N/A " 2 % 45 | Poliik dalam Negeri
Mandiri Pendidikan | Kebangsaan dan Pendidikan Politik ~ 100% ° dan Organisasi
wawasan - Kemasyarakatan &
kebangsaan > Kelompok masyarakat Sasaran Bidang Ideologi

Laporan Kinerja Tahun 2023
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dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan Wawasan
Pendidikan dan Pendidikan Politik Kebangsaan
Politik Ketahanan Ekonomi
Sosial Sosial Budaya
dan Agama
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BAB Il
AKUNTARBILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Pesisir  Selatan untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mencapai misi pemerintah daerah secara
terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.
Akuntabilitas kinerja ini mencakup 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator
kinerja.
3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja
kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian
Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Tahun 2023. Metode pengukuran kinerja
yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target
kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil
pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai
keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi
dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab
keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan
dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator
kinerja sasaran strategis yang berkenaan.

Ada dua jenis pengukuran capaian kinerja yang dapat digunakan yaitu :
1. Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah

realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :
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Realisasi

Capaian Indikator Kinerja= X 100%

Target

2. Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin rendah,
atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik,

maka digunakan rumus sebagai berikut :

(2 x Target)— Realisasi

Capaian Indikator Kinerja= X 100%

Target

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan
keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian
keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1. dibawah ini :

Tabel 3.1.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

No Klasifikasi Penilaian Predikat
1 85% - 100% Sangat Baik
2 69% - 84% Baik
3 53% - 68% Cukup
4 <53% Gagal

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA
Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja 3 (tiga) sasaran strategis yang
ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.2. di bawah ini.
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Tabel. 3.2.1
Realisasi dan Capaian pada Sasaran Strategis

Misi/ Tujuan /Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja Satuan TARGET REALISASI | % CAPAIAN

(1).Terwujudnya -
Pemerintahan Yang g!zlr::lp Perangkat | 1 casatuan | A(81) “A (80.26) 99.09
Akuntabel dan Berkinerja
: : Nilai Kematangan
(2).Mep|ngkatnya el Inovasi Perangkat Tanpa satuan 100 87 87
Inovasi Daerah Daerah
: Cakupan Pencegahan
(3)- Meningkatnya atau tangkal dini konflik FEEE & 1 2
Partisipasi Masyarakat
I\Dﬂala.m PeLmbeln(ngunan dan [ Cakupan Peningkatan
cnjaga Hngkungan Pendidikan Wawasan
Secara Mandiri Kebangsaan dan Persen 30 40 133
Pendidikan Poltik
Rata rata Capaian 111.10

*) Penilaian LKj Tahun 2022
Sumber : Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan

Dari tabel di atas dapat dilihat ada 4 (empat) indikator kinerja yang telah di
tetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu
(1) Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan target A (81) dengan realisasi tahun 2022 A
(80.26) dengan tingkat capaian 99.09% (2). Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah
dengan target 100 dan terealisasi 87 dengan tingkat capaian 87% (3). Cakupan
pencegahan atau tangkal dini konflik dengan target 80% dan terealisasi 100% dengan
tingkat capaian 125% (4). Cakupan peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan
pendidikan politik dengan target 30% dan teralisasi 40% dengan tingkat capaian 133%.
Berdasarkan penilaian dan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian
sasaran strategis dan capaian indikator kinerja berdasarkan Permendagri nomor 86
tahun 2017 maka untuk capaian indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan nilai A
(80.26) atau sebesar 99.09 % dengan predikat sangat baik. Capaian indikator Nilai

Kematangan Inovasi Perangkat Daerah dengan nilai 87 atau sebesar 87 % dengan
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predikat sangat baik. Cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik dengan realisasi
100% atau sebesar 125% dengan predikat sangat baik. Cakupan peningkatan
Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan pendidikan politik dengan realisasi 40% atau
sebesar 133% dengan predikat sangat baik. Rata rata capaian kinerja 4 (empat)
indiaktor kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023 adalah 111.10 dengan
predikat sangat baik.

3.3 CAPAIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pada tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politk melaksanakan Misi 1 dan
Misi 6 dengan 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator. Untuk lebih jelasnya berikut
disampaikan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023.
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran 1: Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja

Tabel. 3.3.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1
ie Indikator Kinerja Satuan | TARGET | REALISASI % CAPAIAN
Nilai AKIP Perangkat Tanpa .
1. Daerah Satuan A (81) A (80.26) 99.09
Rata- Rata Capaian 99.09 \

Sumber : Nilai AKIP tahun 2022 Subbag Program, Anggaran dan Keuangan Tahun 2023

Sasaran strategis (1) Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan
Berkinerja merupakan tahapan yang dilakukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi di
setiap organisasi pemerintah dan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Sasaran Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja
adalah dalam rangka pencapaian tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang
baik. Tata kelola pemerintahan yang baik mengandung prinsip efektif dan efisien
terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan
sasaran strategis meningkatnya tata kelola organisasi ini ditetapkan indikator kinerja (1)

Nilai AKIP Perangkat Daerah yang mana adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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Kabupaten Pesisir Selatan. Dari tabel 3.3.1 dapat dilihat target indikator kinerja nilai

evaluasi akuntabilitas kinerja adalah A (81) dengan realisasi A (80.26) maka tingkat

capaiannya 99.09%. Dengan demikian, capaian indikator kinerja ini termasuk kategori

kinerja “sangat baik”. Keberhasilan sasaran 1 didukung oleh 1 Program dengan 6

(enam) Kegiatan dengan 17 (tujuh belas) sub kegiatan yaitu :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a.  Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; dan

. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a.  Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

b.  Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas AS

. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a.  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;
b.  Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

d.  Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;

e. Fasilitasi Kunjungan Tamu; dan

f.  Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsumltasi SKPD.

. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

a. Pengadaan Mebel

b.  Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik; dan

b.  Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
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b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan
kendaraan dinas operasional atau lapangan.

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

d.  Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Inovasi Perangkat Daerah

Tabel. 3.3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2
i Indikator Kinerja Satuan | TARGET | REALISASI % CAPAIAN
Nilai Kematangan Inovasi Tanpa
g Peragkat Daerah Satuan o el e
Rata- Rata Capaian (% ) 87 \

Sumber : Subbag Program, Anggaran dan Keuangan Tahun 2023

Sasaran strategis (2) Meningkatnya Kualitas Inovasi Perangkat Daerah dengan
indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah target 100 dan terealisasi
87 pada aplikasi IGA maka tingkat capaian 87%. Dengan demikian, capaian indikator
kinerja ini termasuk kategori kinerja “sangat baik”. Inovasi Sistem Informasi
Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Pesisir Selatan (SiMANTAP
PESSEL) yang merupakan inovasi lanjutan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
yang mana pada tahun 2022 belum terlaksana karena dalam tahap rancangan. Nilai
Kematangan Inovasi Perangkat Daerah merupakan tingkat kematangan inovasi yang
menunjukan seberapa efektifnya upaya inovasi tersebut pada suatu perangkat daerah.
SIMANTAP ini merupakan suatu wadah yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol
untuk menampung informasi/pengaduan tentang permasalahan/ konflik sosial yang
terjadi di masyarakat yang ada dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk
menampung permasalahan tersebut dibuatlah suatu WA Grup yang beranggotakan
seluruh Camat dan Wali Nagari. Hal ini bertujuan untuk mempercepat informasi sampai
ke level pimpinan, agar dapat menentukan tindakan apa yang harus dilakukan. Beberapa
dokumentasi dari Inovasi SIMANTAP PESSEL berikut ini :
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w SIMANTAP PESSEL ‘ Q : X Info Grup

Ksbgpl, Ksbgpl, Ksbgpl, Ksbgpl, Ksbgpl, Ksbgpl, Ksbg...

=3ISIR SELA~

=]

28/11/2023

SIMANTAP PESSEL #

9

& Imbauan Netralitas.pdf
e s DR 2T Grup dibuat oleh Anda, pada 20/6/2023 pukul 11.12
Assalamualaikum, Bapak/ibuk Camat mohon

diteruskan ke Wali Nagari...... 1451 Media, tautan, dan dok 169 >

P

Siap Pak Sek -,

4/12/2023

@ + Ketik pesan

(=

* Pecan herhintana >

Wag SiMANTAP PESSEL

Dashboard Indeks Inovasi Daerah

Jenis Urusan
Dashboard
selec
e
=
=1 -
=l Inisiator
patabase Inovasi
Daerah ‘ Silahkan Pilih v
Tahapan Waktu Uji Coba Inovasi Waktu Penerapan Estimasi Skor
‘@I # Nama Pemda Nama Inovasi* Inovasi* Urusan Pemerintahan Utama Daerah* Inovasi Daerah* Kematangan Aksi
Lomba Inovasi 1 Kabupaten Pesisir SIMANTAP Penerapan ketenteraman, ketertiban umum, dan 08/04/2022 16/05/2022 87.00 06
Daerah Selatan PESSEL pelindungan masyarakat

Indeks Inovasi Daerah 2023

Sistem ini digunakan untuk mengumpulkan seluruh Inovasi Daerah baik itu bidang Digital maupun Non Digital yang kemudian akan dilakukan pengukuran
dan penilaian terhadap masing-masing inovasi yang dikirimkan ke Kemendagri.

= 2 ©2023 BSKDN Kemendagri
Petunjuk Teknis <]

All rights reserved

Nilai kematangan Inovasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada aplikasi IGA
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Sasaran 3: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan
Menjaga Lingkungan Secara Mandiri

Tabel. 3.3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

No. Indikator Kinerja Satuan TARGET REALISASI % CAPAIAN

1. Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini

Konfik Persen 80 100 125
1.
2.Cakupan Peningkatan Pendidikan
Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Persen 30 40 133
Politik
Rata-rata Capaian (%) 191.5

Sumber : Subbag Program, Anggaran dan Keuangan Tahun 2023
Dari tabel 3.3.3 di atas dapat di lihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran 3
sebesar 191.5%. Dengan demikian, capaian indikator kinerja ini termasuk kategori
kinerja “sangat baik”. Berdasarkan tabel diatas, tingginya realisasi dari target dengan
indikator kinerja sebagai berikut:
(1) Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik
Untuk indikator kinerja “Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik”

digunakan perhitungan sebagai berikut:

> potensi konflik
yang terdeteksi, terbahas dan tertangani dalam rakor
kewaspadaan dini masyarakat (KDM)
> konflik yang dilaporkan

X 100%

Cakupan pencegahan atau Tangkal Dini Konflik di dukung oleh Program
Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi
Penanganan Konflik Sosial pada sub kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan

Daerah Kabupaten/Kota.
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Secara nasional pembangunan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik diarahkan
untuk memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan bangsa, membangun
dan memelihara kondisi keamanan dan ketertbban umum masyarakat serta
meningkatkan dukungan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
melalui berbagai program dan kegiatan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan
tertib serta antisipatif terhadap munculnya kerawanan konflik sosial, politik serta bencana
yang dapat meresahkan masyarakat. Masalah keamanan merupakan kebutuhan semua
pihak, sehingga kewaspadaan dini perlu dilakukan oleh rakyat Indonesia pada umumnya
dan masyarakat Pesisir Selatan khususnya. Pentingnya kewaspadaan keamanan
diantisipasi secara dini dengan penuh kepekaan dan kesiapsiagaan karena benturan
kepentingan ekonomi, politik, sosial, agama, etnis dan ideologi setiap saat bisa muncul.
Mencermati perkembangan situasi dan kondisi secara paten global secara langsung
maupun tidak langsung akan mempengaruhi situasi dan kondisi didaerah khususnya
wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Potensi konflik yang terjadi di wilayah Kabupaten
Pesisir Selatan antara lain konflik agraria dan SDA, sosial ekonomi dan budaya.
Berdasarkan hasil laporan dari Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Sosial
Jumlah konflik yang ditangani selama tahun 2023 sebanyak 12 konflik yang telah
difasilitasi.

Jumlah konflik yang ditangani dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat
dilihat pada grafik di bawah ini:
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itangani dari Tahun 2021 -
2023

5 Konflik .

10 Konflik 6

=

12 Konflik

M3

2021 2022

Tingginya jumlah konflik yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor
yaitu:

1. Adanya ketidakpuasan dan perbedaan kepentingan (ekonomi, politik, sosial,
agama, etnis dan ideologi) yang mengakibatkan perseteruan atau benturan antar
masyarakat.

2. Sulitnya memetakan potensi konflik secara rinci pada masing-masing kecamatan
karena kondisi masyarakat yang dinamis.

3. Rasa ketidak adilan yang dinilai berat sebelah.

4. Pergeseran tata nilai dan tata laku sosial budaya masyarakat.

5. Keterbatasan dan minimnya informasi yang diperoleh dari masyarakat yang
berkaitan dengan pendeteksian dan pencegahan dini.

Berikut ini adalah beberapa dokumentasi konflik yang telah difasilitasi oleh Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023:
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a. Permasalahan tentang peribadatan Umat Nasrani yang dilakukan oleh Suku Nias di
PT. SJIAL POM Silaut

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
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b. Perselisihan dan pertikaian di Kerapatan Adat Nagari di Nagari Pungasan
Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Peisir Selatan

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

(2) Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik
Untuk indikator kinerja “Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan

dan Pendidikan Politik” digunakan perhitungan sebagai berikut:

> Kelompok masyarakat yang mendapatkan Pendidikan
Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik
> Kelompok masyarakat Sasaran Pendidikan Wawasan
Kebangsaan dan Pendidikan Politik

X 100%

Cakupan peningkatan Pendidikan wawasan kebangsaan dan Pendidikan politik
dukung oleh Program Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program
Peningkatan Peran Partai Politk dana Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik
dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dan Program pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Dan Program Pembinaan dan Pengembangan
Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya.
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Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan cakupan pendidikan

Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik adalah:

1.

Pendidikan

Dalam sistem pendidikan, kita belajar tentang sejarah bangsa, nilai-nilai budaya,
dan pentingnya persatuan. Di sekolah, kita diagjarkan untuk menghargai
keragaman dan pluralitas yang ada dalam masyarakat kita.

Sejarah Bangsa

Sejarah adalah cermin dari identitas bangsa. Melalui pemahaman yang
mendalam tentang sejarah bangsa kita, kita dapat mengenali akar-akar
perjuangan dan pencapaian yang telah membentuk kita menjadi apa yang kita
adalah saat ini. Sejarah bangsa adalah kisah tentang perjuangan, penderitaan,
dan kebangkitan yang telah membentuk karakter bangsa kita

Budaya dan Identitas

Kebudayaan adalah salah satu elemen yang paling kuat dalam membentuk
Wawasan Kebangsaan. Budaya mencakup bahasa, adat istiadat, seni, dan nilai-
nilai yang kita warisi dari generasi sebelumnya. Memahami dan merayakan
budaya kita adalah cara untuk menghargai kekayaan warisan yang kita miliki
sebagai bangsa.

Peran Pemerintah

Pemerintah memainkan peran penting dalam membentuk Wawasan Kebangsaan
melalui kebijakan dan program-program pendidikan. Pemerintah juga memiliki
tanggung jawab untuk mempromosikan nilai-nilai kebangsaan yang positif dan
mendukung kerja sama antar warga negara. Kebijakan yang bijaksana dan
pemimpin yang visioner dapat memperkuat ikatan antara pemerintah dan rakyat,

menciptakan kebanggaan nasional, dan mendorong persatuan
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Dokumentasi beberapa Hari Besar Nasional dan kegiatan Wawasan Kebangsaan
lainnya yang telah diakomodir oleh Badan Kestuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2023:

a. Upacara Hari Besar Nasional

38

Laporan Kinerja Tahun 2023



e Badaw Kesatuawn Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesislr Selatan

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial

Budaya dan Agama

b. Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih

L

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial

Budaya dan Agama

Dalam pencapaian indikator ini dimana telah terlaksananya penyaluran hibah
keuangan untuk 13 (tiga belas) partai politik. Pendidikan politik dilaksanakan oleh partai
politik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya anggota partai politik.

Salah satu faktor pendukung tingginya realisasi pada sasaran ini adalah adanya
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peningkatan jumlah ormas yang mendaftar sesuai dengan regulasi dari tahun 2021 -
2023, dapat dilihat dari grafik di bawah ini:

Ormas yang Mendaftar
asi dari Tahun 2021- 2023

Bebarapa dokumentasi kegiatan pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas
dan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Politik tahun 2023:
a. Pendidikan Politik yang dilakukan oleh Partai Politik

Partai Demokrat
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Partai Bulan Bintang (PBB)

DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI BULAY. “'NTANG
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Partai Golongan Karya (Golkar)

™ o= KABUPATEN PESISIR SELATAN @

DIKPOL KONSOLIDASI ORGANISASI

PARTAI GOLKAR

KABUPATEN PESISIR'5afATAN

Painan, 17 Desember 2023
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Partai Amanat Nasional (PAN)

3 g /
‘{‘ ONSOUDISI o) LS
DM it P j

by

Partai Perindo (Perindo)
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Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

\ ——r - i Ty
\ R ~A"7 i

Partai Hati Nurani Rakyat

e | -

P&IA\ HATI NURAN AR

"

5 G
Y

AN

ey

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
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b. Ormas yang Terdaftar, Sesuai dengan Regulasi dan Kegiatan Ormas Lainnya

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

45

Laporan Kinerja Tahun 2023



e Badaw Kesatuawn Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesislr Selatan

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel. 3.3.2.1
Realisasi dan Capaian pada sasaran |
. . S Realisasi Capaian (%)
Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2021 2022 2023 2021 2022 2023
Terwujudnya Nilai AKIP 77.14 80.26 *80.26 107.13 99.09 99.09

Pemerintahan Yang Perangkat Daerah
Akuntabel dan
Berkinerja

*) Penilaian LKj Tahun 2022
Sumber : Subbag Program, Anggaran dan Keuangan

Secara grafik perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Nilai AKIP
Perangkat Daerah Tahun 2021 s/d 2023 disajikan pada grafik di bawah ini :

Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 s/d 2023

82

80
78
7
7
7
7
6
66

2021 2022 2023

=]

iy

5%]

o

4]

M Target M Realisasi

Sumber : Subbag Program, Anggaran dan Keuangan

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, pelaksanaan akuntabiltas kinerja
diharuskan bagi setiap instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan
kewajiban  suatu  instansi  pemerintah  untuk  mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan
para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara
terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja

instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
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Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan
lebih lanjut tentang laporan Kinerja yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan
anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah
pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (discosure) secara memadai hasil
analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja tersebut selanjutnya dievaluasi oleh
Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.

Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari tahun
2021 dengan nilai 77.14 (BB) dengan predikat “sangat baik“ mengalami kenaikan menjadi
80.26 (A) di tahun 2022 dengan predikat “memuaskan” hal ini menunjukan bahwa Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan
yang berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon
4/pengawas/subkoordinator. Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di laksanakan terhadap 4 (empat )
komponen dasar manajemen kinerja yaitu (1) perencanaan kinerja (2) pengukuran kinerja
(3) pelaporan kinerja (4) evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Untuk Nilai evaluasi
akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 pada tabel 3.3.3.1

realisasi dan capaian masih merujuk pada penilaian LKj tahun 2022.

Tabel. 3.3.2.2
Realisasi dan Capaian pada sasaran ||
Realisasi Capaian (%)
Sasaran Strategis Indikator 2021 2022 2023 2021 2022 2023
Kinerja
Meningkatnya Nilai - 87 *87 0 87 *87
Kualitas Inovasi Kematangan
Daerah Inovasi PD

*) Penilaian Inovasi Tahun 2022 pada aplikasi Innovative Government Award (IGA)
Sumber : Subbag Program, Anggaran dan Keuangan
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Dari tabel di atas, di tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan
masa peralihan dari bagian pada Sekretariat Daerah menjadi Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik sehingga untuk inovasi masih belum ada dan belum terlaksana. Pelaksanaan
inovasi mulai terlaksana di tahun 2022 dengan tingkat kematangan inivasi 87. Untuk Nilai
kematangan Inovasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 pada tabel 3.3.3.2
realisasi dan capaian masih merujuk pada penilaian inovasi tahun 2022 pada aplikasi

Innovative Government Award (IGA).

Tabel. 3.3.2.3
Realisasi dan Capaian pada sasaran I
. . L Realisasi Capaian (%)
Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2021 2022 2023 2091 — e
(1)Cakupan
Pencegahan atau - - 100 - - 125
Meningkatnya tangkal dini Konflik
Partisipasi (2)Cakupan
Masyarakat Dalam | Peningkatan
Pembangunan dan | pendidikan
i i - - 40 = = 133
Menjaga Lingkungan | wWawasan
Secara Mandiri kebangsaan dan
pendidikan politik

Sumber : Subbag Program, Anggaran dan Keuangan

Dari tabel 3.3.2.3 diatas dapat dilihat bahwa untuk kedua indikator kami tidak bisa
membandingan dengan tahun sebelumnya. Untuk indikator kinerja (1) cakupan
pencegahan atau tangkal dini konflik tidak dapat dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, karena adanya perubahan satuan terhadap perjanjian kinerja dari yang
sebelumnya jumlah konflik yang terfasilitasi dengan satuan rekomendasi menjadi
cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik dengan satuan persentase, sedangkan
untuk indikator kinerja dari (2) persentase pemilu aman, jujur dan adil menjadi cakupan
pendidikan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik sehingga terjadi perubahan

formulasi. Beberapa data penunjang yang ditampilkan sebagai berikut :
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G ANURA BB PERINDO

BERKARYA

Sumber Data Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TA 2023

Pan
GOLONGAN KaRYA
GERAKAN INDONESIA RAYA
DEMOKRAT
NasDem
KEADILAN SEIAHTERA
PERSATUAN PEMBANGUNAN

KEBANGKITAN BANGSA
POIP
HATI NURANI RAKYAT
BERKARYA
PpI
pre

Sumber Data Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Untuk meningkatkan kualitas demokrasi ditengah masyarakat maka perlu
dilakukan optimalisasi pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika dan moral
politik serta kedewasaan prilaku demokrasi. Selain itu penguatan peran partai politik dan
organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan

juga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah.
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3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target
Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis
(Renstra).

Dalam penetapan target pada Renstra dan Perjanjian Kinerja, Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik beserta Tim Bapadalitbang menyepakati target yang akan dicapai
oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan mempedomani Rasionalisasi RPJMD,
Renstra dan target capaian tahun sebelumnya, maka didapatkan target rasionalisasi
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seperti tabel A.3 di bawah ini:

Tabel. A.3
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan Target pada Renstra

Realisasi Target Keterangan
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kinerja Kinerja
Tahun 2023 | Tahun 2023
pada Renstra
Sasaran | : Nilai AKIP Perangkat *A (80.26) A (81) Merupakan
Terwujudnya Pemerintahan Yang Daerah Nilai  AKIP
Akuntabel dan Berkinerja 2022 Untuk
Nilai ~ AKIP
2023 masih
dalam
proses
Sasaran Il : Nilai Kematangan Inovasi 87 100
Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah Perangkat Daerah
Sasaran Il : 1.Cakupan Pencegahan
Meningkatnya partisipasi masyarakat atau tangkal dini konflik 100 80
dalam pembangunan dan menjaga 2. Cakupan peningkatan
lingkungan secara mandiri pendidikan wawasan 40 % 30 %
kebangsaan dan
pendidikan politik

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja pada sasaran |

dengan indikator kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah belum mencapai target angka
walaupun sudah tercapai nilai peringkat “A” pada renstra tahun 2022, nilai AKIP yang
disajikan merupakan nilai AKIP tahun 2022 karena nilai AKIP Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik tahun 2023 belum bisa kami sampaikan karena nilai LKj baru bisa didapat
sekitar bulan Maret setelah laporan ini kami sampaikan ke Inspektorat Daerah. Untuk

sasaran Il dengan indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah

50

Laporan Kinerja Tahun 2023



| Bodan Kesatuan Bangsa dan Politik
Wil ~abupaten Pesisiv Selatan

dengan tingkat kematangan yang diperoleh 87 dari yang targetkan di tahun 2023
sebesar 100 tidak dapat tercapai, karena ada beberapa bahan yang diupload pada
aplikasi IGA masih belum lengkap. Realisasi kinerja pada sasaran Il dengan 2 (dua)
indikator (1) Cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik dengan target 80 % dan
realisasi 100 % hal ini merujuk pada konflik yang terjadi selama tahun 2023 sebanyak 12
konflik dapat difasilitasi dengan baik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (2)
Cakupan peningkatan pendidikan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik
dengan target Renstra 30 % terealisasi sebesar 40 %, dalam hal ini Badan Kesatuan
Bangsa Politk melakukan koordinasi dengan 13 partai politik yang menerima dana hibah

bantuan keuangan untuk melakukan pendidikan politik bagi kader partai dan masyakat.
a. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Berdasarkan kajian rasionalisasi target IKU RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan
2021-2026 maka target tahun 2023, penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
adalah 72 (BB). Nilai AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan politik Pesisir Selatan Tahun
2023 masih dalam proses evaluasi oleh inspektorat, maka berdasarkan hasil AKIP
tahun 2022 nilai AKIP Badan Kesatuan Bangsa adalah 80,26 (A) artinya nilai ini akan
mendakati target rasionalisasi RPJMD vyaitu 81 (A).

b. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah

Adanya pemberlakuan penyesuaian skor target dengan indikator juknis yang
dikeluarkan oleh Badan Strategi Kebijakan dalam Negeri Kemendagri, maka terjadi
perubahan skor range nilai Indeks Inovasi Daerah menjadi 0 — 100. Range kategori

inovasi adalah sebagai berikut:
- 0 dengan kategori tidak inovatif.

- 0,01 - 34,99 kurang inovatif.
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- 35,00 - 60,00 inovatif
- 60,01 — 100 sangat inovatif

Berdasarkan range tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan nilai
kematangan inovasi daerah 87 masuk pada range sangat inovatif. Berdasarkan hasil
kajian rasionalisasi target IKU RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan target Indeks Inovasi
Daerah (IID) tahu 2023 adalah 62,32 maka untuk IID Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik tahun 2023 dengan realisasi skor 87.

c. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga

Lingkungan Secara Mandiri

Indikator ini tidak termasuk dalam rasionalisasi target IKU RPJMD 2021-2026
Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini dikarenakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
yang terbentuk tahun 2021 yang sebelumnya merupakan bagian dari Sekretariat Daerah
sehingga tidak masuk dalam IKU RPJMD 2021 - 2026 Kabupaten Pesisir Selatan.

RPJMD tersusun sebelum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terbentuk.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi
Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penilaian terhadap Sistem akuntabilitas kinerja
instansi Pemerintah terbagi atas 7 kategori yaitu AA (>90-100), A (>80-90), BB (>70-80),
B (>60-70), CC (>50-60), C (>30-50), dan D (>0-30) sebagaimana disajikan pada tabel
berikut :

No. | Kategori | Nilai Interpretasi
Angka
1. AA >90-100 | Sangat Memuaskan
A >80-90 | Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan
sangat akuntabel
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3. BB

>70-80

Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem
manajemen Kinerja andal

4. B

>60-70

Baik, Akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang
dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit
perbaikan

>50-60

Cukup (Memadai), kuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat
kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk
memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban,
perlu banyak perbaikan tidak mendasar

>30-50

Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan,
memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak
perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar

>0-30

Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan
untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak
perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

Jika dibandingkan dengan standar nasional, nilai evaluasi laporan akuntabilitas

kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022

memperoleh nilai A (>80-90). Dengan kata lain, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dikategorikan memuaskan artinya

memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja
serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Laporan Kinerja Tahun 2023

Tabel. A.5
Realisasi dan Capaian pada Sasaran Strategis
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan TARGET REALISASI | % CAPAIAN
Sasaran | :
Terwujudnya Nilai AKIP Perangkat
Pemerintahan Yang Daerah g Tanpa satuan A (81) A (80.26) 99.09
Akuntabel dan Berkinerja
: czezrEmll . Nilai Kematangan
Meningkatnya Kualitas Inovasi Tanpa satuan 100 87 87
Inovasi Daerah
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Sasaran Ill ; (1) Cakupan
Memgl;:g@?;:ﬁ = Pencegahan atau persentase 80 100 =

Pembangunan dan Tangkal Dini Konflik

Menjaga Lingkungan
Secara Mandiri

(2) Cakupan
peningkatan pendidikan

Wawasan Kebangsaan LI & 40 133
dan Pendidikan Politik
Rata - rata capaian (%) 111.10

Sasaran startegis yang belum memenuhi target indikator kinerja adalah sebagai
berikut:
1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja
Untuk meningkatkan indikator kinerja pada sasaran stategis |, berdasarkan
rekomendasi Laporan Hasil Evalusasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat, maka Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Perlu melakukan beberapa hal sebagai berikut:
a. Perencanaan Kinerja
- Agar aktivitas yang dilaksanakan mendukung kinerja yang ingin dicapai
dipantau, dilakukan perbaikan untuk capaian kinerja yang lebih baik.
- Agar setiap pegawai memehami dan peduli atas pengukuran kinerja.
b. Pengukuran Kinerja
- Agar capaian kinerja tahun sebelumnya di muat dalam capaian kinerja
sebagai perbandingan dengan tahun berjalan.
- Agar Efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja
dilaksanakan terhadap seluruh indikator kinerja.
c. Pelaporan Kinerja
- Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan analisis dan evaluasi realisasi
kinerja dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya.
- Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan analisis dan evaluasi realisasi
kinerja dengan realisasi kinerja nasional/internasional (Benchmark Kinerja).

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
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- Agar Pemantauan Capaian kinerja dilaksanakan dengan pendalaman yang
memadai.

- Agar membuat SOP Pemantauan Capaian Kinerja Internal.

- Agar hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja dimanfaatkan dalam mendukung

efektifitas dan efesiensi kinerja.

Dari rekomendasi atas evaluasi laporan kinerja tersebut sudah ditindaklanjuti,
dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Memperbaiki rumusan tujuan/sasaran strategis beserta indikatornya di level Pemda
maupun PD agar berorientasi pada hasil dan memastikan kecukupannya dalam
mengukur keberhasilan tujuan/sasaran strategis tersebut, dengan eviden seperti di

bawah ini:

G PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN 2 Eselon 11
W75 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK S — T TARGET KINEOABASARAN FADA |

- SASARAN | 1
JALAN ROHANA KUDUS — PAINAN; EMAIL: kesbangpolkabpessel7@gmail.com NO STRATEY: H;RL:I(‘/'\J%R SATUAN TAHUN KE
: e ' 2021 [ 2022 [ 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1. Meningkatnya | Nilsi Komponen | Tanpa | BB | BB | A | A | A | A
Nilai Evaluasi | Perencanaan pada | Satuan | (71.8) [ (72) | (81) | (81.2) | (81.5) | (82)
BERITA ACARA Sakip Badan | evaluasi SAKIP
RASIONALISASI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN Kesbangpol Badan
POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026 a0l Kesbangpol
Nomor : 130/ || ¢ /BKPol-PS/2023 2. Meningkatnya | Tingkat Tanpa | Memu | Mem | Mem | Sanga | Sanga | Sang
| Pelayanan Kepuasan Satuan | askan | uaska | uaska | tPuas | tPuas | at
Pada hari ini, tanggal enam belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh tiga, kami Badan Kesatuan | Umum dan Terhadap n n Puas
' 5 . . — . A | Kepegawaian Layanan
Bangsa dan Politk Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan hasil Rasionalisasi Target Indikator Kinerja | Baden Kepegaweisn
P K Kesbangpol
Utama Rencana Pemb Jangka N h Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 telah 3. [Meningkatnya | Jumlah Inovasi | Tnovasi | NA | T | 3 | 3 | 3 | 3
lakuk: ionalisasi target Capaian Kinerja Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 pada Inovasi Per Bidang (1)
B g 4 o N & | 47 Meningkatkan | Persentase % 80 | 8 | 8 | 80 | 100 | 100
BAB IV tentang target kinerja sebagai berikut : | Peran Forum Rekomendasi
1 | Strategis Daerah | Penanganan
1. Eselon I - | dalam Konflik yang
Fe= . TARGET KINERJA SASARAN PADA | Pencegahan dan | ditindak Lanjuti |
SASARAN INDIKATOR | ¢ xia v TAHUN KE r Penan
NO | SERATEGIS: |, SASARAN 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Konflk
1. | Terwujudnya | Nilai Reformasi Tanpa | NA | N/A | 65 | 65(B)|65(B)| 65 | = F:l’i'ga"'y*‘ {;;“'::'m Kali NA | 2 2 3 4 5
Pemerintahan | Birokrasi Satuan (B) (B) | Setong Westosi’ | § d_kggm
Akuntabel | Perangkat Daerah | e gl eadion
f"‘g&rh : . | Pancasila, Ideologi
an Berkinea  "Nilai AKIP Tanpa | BB | BB | A A A A | Wawasan Pancasila,
Perangkat Daerah | Satuan | (71.8) | (72) | (81) | (812) | (81.5) | (82) ( Kebrmya;ndxm gabwasan .
2. | Meningkatnya | Nilai Tanpa | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | i Kiralie P
Kualitas Inovasi Kemmgun Satuan e Mmummya Persentase % NA 3 7 3 . 7
Dacrah Inovasi PD [ Penyakit Penurunan Kasus
3. | Meningkatnya | Cakupan % 80 | 8 | 8 | 8 | 100 | 100 ( Masyarakat ;e"isl:hsunaan
Partisipasi pencegahan atau ! | Pm oba .
Masyarakat tangkal dini | ersentase % NA | NA| 3 2 1 1
dalam konflik | Penurunan Kasus
Pedbanginmn | Ciltopaa % NA | NA | 30 | 30 | 35 | 35 i
dan Menjaga Peningkatan 7. Meningkatnya | Persentase D
P idil : % NA [NA | 55 | 60
lgmg.k:nh}andr . Pendidikan Pen'n‘l Lembaga | Aspirasi @ o
ecara Mandiri | wawasan | | Politik/Ormas Masyarakat yang
kebang_saan dan | | diterima dari
Pendidikan | | | Perwakilan Partai
Politik | | | | o J | Politik
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3. Esclon v ] - —
e Demokrasi yang sesuai ]
TARGET KINERJA SASARAN PADA dengan Regulasi
NO _SASARAN INDIKATOR : S
STRATEGIS SASARAN SATUAN TRk ] 1

2021 [ 2022 [ 2023 | 2024 | 2025 | 2026
5 Dauannys Jumiah Dokumen | Dokumen 3 3 3 3 3 3
umen Perencanann dan (Renst | (Ren | (Ren | (Renstr | (Ren | (Ren
Perangkat A ra, - . RKA t i ~ politil isi
i el e i fon | e | &RKA | x| o, Dan juga pada BAB VIl tentang Cascading Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir
waktu yang disusun Perub | Peru | Peru an, | Peru | Peru Sel v 2021:202
Tepat Waktu an, | baha | baha | RKA) | baha | baha clatan Tahun 2021-2026.
RKA) n, n. " 4 Sy L i i i
RKA | RKA RKA | RKA Demikian berita acara ini dibuat dan untuk mestinya.
TE—— ) )
3 Meningkatnya | Jumlah Dokumen | Dokumen | N/A 3 B a a 5
KualitasData | Data Sektoral
Kineja Badan | yang dikelola
e S i Painan, 16 Januari 2023
3 Meningkatnya Persentase % 100 100 100 100 100 100 | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Layanan Dokumen abupateq Pesisir Selatan
Kepegawaian Kepegawaian
Tepat Waktu _ S
3 Meningkatnya | Persentase % 100 | 100 | 100 | 100 100 | 100
Kualitas anan Surat
Layanan Surat [ Menyurat Sesuai =
enyurat sop £ . UTRA, S.H., M.Si.
5 [Meningkatnya | Jumlah Pelatihan Kali NA| NA T 1 1 T 198602 1 001
SDM Kantor Sendiri |
I
6. Informasi Jumiah Data Konflik 5 10 10 [T T 10 Diketahui
Keamanan, Konflik
Ketentraman * =
e Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian
|77 Meningkatnya | Jumiah " Orang N/A | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
M. Masyarakat yang
| yang Mengikuti | Mengikuti
| 1deologi Penyelenggaraan
Pancasila, Ideologi
Pancasila,
Kebangsaan dan | Wawasan
Karakter Bangsa | Kebangsaan dan
— B | Karakter Bangsa
eningkatkan | Jumlah T Kai [ TNA T z ) Figtan:
‘asilitasi Penyelengaraan » B Rescls Doersh
Pencegahan dan | Pencegahan “qPgpigir Sclatan
Pengawasan Pekat_ 3
PEKAT Jumlah Kali | N/A i 1 1 T T A
Penyelengaraan
P
ekat
% e ————t 155 OSKA, S.IP.
Lembaga Politik 50 s 83 182 10670907 198902 1 001
(Partai/Ormas) i set

b. Melakukan review kinerja prioritas pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan agar
indikator keberhasilan yang ada di perjanjian kinerja sesuai pada levelnya.

c. Mereview kembali dokumen penjenjangan kinerja (cascade down) dengan mengacu
pada permenPANRB No. 89 tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja instansi

pemerintah, dengan eviden sebagai berikut:

Visi Mewjusken Pes

Misi

Miemperkust Tatakelols Pemerintahan
yerg Bersi, Demokrac

Tujuan

Inéeks Reformesi Birckrasi

- Catupan Peningiatan
Pendidikan wawasan kebangzaan dan Pendickan
k

T 1 1
. e -
Menngianys i Evsoes B e e g Seenn o —_=
‘Sokip Badan Kcsbungpol U dan Hepe gowsion e R e
—| — ey [P———
N Rarmpenen o :
; m- PE——— - [——
e enangoran Kot o e T Misarst yars sneim.
Cepegenam ek i e Earwatdan Fae e
| Crossesting cengen saTeoL |
— = Nesringkstnys SOM == et
e ressangzt e e
K- Ferancaze Sekimen 16 s Pelatihen Kt e i s K Sarniase Lamanga ik
Kepegaweion Tepat Woktu Sendiri [Parcai/Ormaz)
it
Gveon Tegm Wi

"
Menyurst Sezusi S0P

.
Sekoral yang dikelals

56

Laporan Kinerja Tahun 2023



gEi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisly Selatan

d. Menyusun pedoman SAKIP Kabupaten Pesisir Selatan dengan memastikan minimal
aspek perencanaan, pengumpulan dan pengukuran data kinerja serta evaluasi
internal secara komprehensif.

e. Melakukan review kembali target yang di perjanjikan agar selaras dengan hasil
capaian tahun sebelumnya dan menggambarkan kinerja yang lebih tinggi.

f.  Menerapkan kebijakan reward and punishment dengan capaian kinerja organisasi.

g. Memanfaatkan aplikasi e-SAKIP sebagai alat untuk monitoring pencapaian kinerja
Bupati dan setiap perangkat Daerah sekaligus dapat diintegrasikan dengan sistem
manajemen Kinerja lainnya.

h. Menjadikan laporan kinerja sebagai bahan evaluasi dalam perbaikan dokumen

perencanaan selanjutnya.

2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran terdapat pada indikator kinerja
Nilai Kematangan Inovasi hal ini dikarenakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih
kurang lengkap dalam mengupload data yang diminta pada aplikasi IGA (eviden)
dikatakan gagal karena tidak tercapai sesuai target, tapi untuk capaian kinerja sudah
masuk kategori sangat berhasil tapi tidak mempengaruhi terhadap capaian kinerja
secara keseluruhan. Langkah yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan adalah adanya
peningkatan proses perencanaan inovasi pada tahapan pra pelaksanaan inovasi sampai
dengan pengaplikasian atau pelaksanaan inovasi dapat dikoordinir dengan baik

sehingga data (eviden) yang diminta pada aplikasi IGA dapat dipenuhi.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung
dengan sumber daya yang memadai serta dapat dipertanggung jawabkan
penggunaannya berupa :

e  Sumber daya manusia yang berkompeten

e  Sumber dana yang mencukupi
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e  Sarana dan prasarana yang memadai

Jumlah ideal SDM
yang sesuai
dengan anjab 36
ASN

Saat ini kondisi
SDM Badan
Kesbangpol
jumlah 19 personil

Masih di butuhkan
sekitar 17 orang yang
mempunyai kelas
jabatan serta

Mengisi
kekurangan jabatan
yang ada dengan
mengangkat

untuk mendukung
operasional baik di
kantor maupun di
lapangan

belum mampu
mendukung
terlaksananya
kegiatan baik di
kantor maupun
lapangan

dengan latar persyaratan jabatan tenaga teknis yang
belakang yang sesuai kompeten agar
pendidikan yg pelaksanaan
bervariasi pekerjaan dapat
berjalan
Sumber dana yang | Saat ini sumber Masih membutuhkan Mengajukan
dapat dana belum dapat | sumber dana/anggaran | permintaan dana
menuntaskan mencukupi untuk | yang dapat mendukung | aspirasi dari
semua kebutuhan tujuan dan sasaran dari | anggota dewan
permasalahan dan | operasional Badan Kesbangpol baik kabupaten dan
memfasilitasi Badan propinsi serta
konflik, monitoring | Kesbangpol berkoordinasi
dan terutama dengan Kantor
pemberdayaan operasional untuk Imigrasi Klas |
ormas serta | penanganan Padang
pematauan konflik yang
terhadap  warga | terjadi, monitoring
negara asing. ormas dan
pemantauan
terhadap warga
negara asing yang
ada di Pesisir
Selatan
Tercukupinya Sarana dan Masih membutuhkan Mengajukan/usulan
sarana dan prasarana yang baik alat (komputer, pengadaan alat
prasarana kerja ada saat sekarang | printer), kendaraan pendukung

dinas untuk meninjau
situasi konflik sampai ke
pelosok kecamatan dan
pemantauan terhadap
warga negara asing
yang ada di Pesisir
Selatan

operasional kantor
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7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
Pencapaian Perjanjian Kinerja

Tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat tercapai

melalui pencapaian program dan di dukung oleh kegiatan yang dilaksanakan di tahun

2023 melalui output dari kegiatan tersebut. Adapun program dan kegiatan yang

tercantum dalam rencana aksi tahun 2023 berikut disajikan capaian program dan
kegiatan di tahun 2023 :

Tabel A.7

Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023

No Sasaran Indikator Program dan | Indikator Program | Target | Realisasi
Strategis Kinerja Kegiatan
1. | Terwujudnya Nilai  AKIP | Program Persentase 100% 95%
Pemerintahan | Perangkat Penunjang ketercapaian
Yang Akuntabel | Daerah Urusan penunjang  urusan
dan Berkinerja Pemerintahan pemerintah daerah
Daerah kabupaten/kota
Kabupaten/Kota
2 | Meningkatnya | Nilai Program Persentase 100% 95%
Kualitas Inovasi | Kematangan | Penunjang ketercapaian
Daerah Inovasi Urusan penunjang  urusan
Perangkat Pemerintahan pemerintah daerah
Daerah Daerah kabupaten/kota
Kabupaten/Kota
3 | Meningkatnya | Cakupan Program Persentase  konflik | 100% 100%
Partisipasi pencegahan | peningkatan yang ditangani
Masyarakat atau tangkal | kewaspadaan
dalam dini konflik nasional  dan
pembangunan peningkatan
dan  menjaga kualitas dan
lingkungan Fasilitasi
secara mandiri Penanganan
Konflik Sosial
Cakupan 1.Program 1.Jumlah 500 | 589 Orang
peningkatan | Penguatan Masyarakat ~ yang | Orang
pendidikan | Ideologi meningkat wawasan
wawasan Pancasila  dan | kebangsaannya
kebangsaan | Karakter
dan Kebangsaan
pendidikan | 2.Program 2.Persentase hasil | 85% 100%
politik Pembinaan dan | pembinaan dan
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Pengembangan
Ketahanan
Ekonomi , Sosial
dan Budaya
3.Program
peningkatan

pengembangan
ketahanan ekonomi,
sosial dan budaya

3.Persentase
pemahaman politik

85% 100%

peran partai | di kalangan

politik dan | masyarakat/

lembaga melalui | aparatur daerah
pendidikan serta  terciptanya

politik dan | stabilitas politik
pengembangan | pemerintahan yang

etika serta | kondusif di daerah

budaya politik

4. Program 4.0rams yang 63 63 Ormas
pemberdayaan | Melaksanakan Ormas
dan Aktivitas Sesuai
pengawasan Regulasi

Organisasi

Kemasyarakatan

3.4 Realisasi Keuangan

Anggaran dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Badan

Kesbangpol untuk tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang

pencapain 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 tercantum pada tabel 3.4.1 di bawah ini:

TAHUN 2023
No. SASARAN STRATEGIS ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
(Rp.) (Rp.) (%)
(1) (2) ¢) 4) ()
1. | Terwujudnya Pemerintahan
Yang Akuntabel dan 3.239.597.082 | 3.113.053.926 96.09
Berkinerja
2, Meningkatnya Kualitas Inovasi
Daerah 2.000.000 2.000.000 100
3. Meningkatnya Partisipasi
Masyarakat dalam | o, 164.017.056 | 1.901.218.001 54,27
pembangunan dan menjaga
lingkungan secara mandiri
TOTAL 23.405.614.138 5.016.271.927 21.43
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Dari di atas dapat di lihat sebagai berikut:

a.

Plafon anggaran yang disediakan pada tahun 2023 sebesar Rp. 4.444.301.123,-
kemudian pada perubahan anggaran penambahan sebesar 18.961.313.015,- yang
penggunaannya untuk pelaksaanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2024. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor
900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendaaan Kegiatan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Tahun 2024 dalam hal penganggaran Pilkada dibebankan pada APBD
2023 dan APBD 2024 dalam bentuk belanja hibah pada OPD Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Propinsi, Kabupaten/Kota. Berdasarkan kesepakatan TAPD
dengan KPU dan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan untuk kegiatan Pilkada dana
hibah yang disepakati sebesar Rp. 47.406.263.085,- terdiri dari KPU sebesar
Rp.35.505.458.085,- dan Bawaslu sebesar Rp.11.900.805.000,- telah dituangkan
dalam berita acara yang menjadi dasar pencantuman besaran anggaraan kegiatan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam APBD 2023 dan APBD 2024, yang mana
wajib dianggarkan pada tahun anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen)
dan tahun anggaran 2024 sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total
dana hibah yang disepakati. Dari 40 % (empat puluh persen) besaran dana hibah
yang dianggarkan di tahun 2023 yaitu Rp. 18.961.313.015,- hanya dapat dicairkan
sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah,-) hal ini dikarenakan
ketidaksediaan anggaran pada kas daerah.

Pencairan sisa anggaran hibah 40% tersebut dilaksanakan pada tahun 2024 dan
telah masuk pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politk sekaligus dengan
pencairan hibah yang 60%.

Pencairan dana hibah yang 60% (enam puluh persen) dapat dicairkan 5 bulan

sebelum pemungutan suara.
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IV. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN
Penyelenggaraan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2023 merupakan tahun ke 3 (tiga) dari Rencana Strategis Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik 2021 — 2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama
dan partisipasi semua pihak dan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Untuk target-
target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. Hasil
laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat disimpulkan :
1. Capaian Sasaran
Dari 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan, 1 (satu) sasaran mempunyai capaian
indikator kinerja mencapai lebih dari 100% atau lebih, dan rata-rata nilai capaian
indikator kinerja dengan nilai tertinggi adalah 129% yaitu “Meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri”. Untuk
nilai terendah dari 3 sasaran yang telah ditetapkan tersebut adalah 87% vyaitu
sasaran “Meningkatnya kualitas inovasi daerah”.
2. Capaian Indikator Kinerja
Dari 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan sebanyak 2 (dua) indikator
kinerja berhasil mencapai dan melampaui target dan 2 (dua) indikator yang tidak
mencapai target. Adapun rata-rata seluruh nilai capaian indikator kinerja yang
mencapai atau melampaui target adalah 129% dengan nilai tertinggi adalah 133%
yaitu intikator kinerja “Cakupan peningkatan pendidikan wawasan kebangsaan dan
pendidikan politik” sedangkan indikator kinerja yang nilainya terendah 87% vyaitu
indikator kinerja “Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah” hal ini disebabkan
karena masih kurangnya data yang diupload pada aplikasi IGA.

3. Capaian Realisasi Anggaran dalam Pencapaian Sasaran
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4.2

Plafon anggaran Badan Kesbangpol tahun 2023 teralisasi sebesar Rp
5.016.271.927 - atau sebesar 21.43% dari target alokasi yang ditetapkan sebesar
Rp 23.405.614.138,-. Dari tiga sasaran strategis, capaian anggaran belanja
sasaran strategis tertinggi adalah “Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan
berkinerj@” yaitu 96.10% dan terendah adalah “Meningkatnya Partisipasi
Masyarakat Dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri” yaitu
69.44%.
Saran

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi

anggaran maka perlu dilakukan upaya-upaya antara lain:

1. Meningkatkan komitmen antar bidang di jajaran Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dalam penerapan manajeman
berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun

monitoring dan evaluasi capaian kinerja.

2. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya dan
dana melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada
outcome sehingga tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

dapat tercapai.

3. Melakukan koordinasi yang intensif serta meningkatkan kolaborasi antar
bidang yang berada dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan dan stakeholder lainnya, instansi pemerintah

maupun pihak pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.

4. Optimalisasi pelayanan internal maupun kepada masyarakat dengan

menggunakan pengembangan IT dan e-Goverment
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Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023 ini diharapkan dapat
dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang
membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan

kegiatan tahun berikutnya serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Laporan Kinerja Tahun 2023
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REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR
SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HARDI DARMA PUTRA, S.H., M.Si
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd
Jabatan : Bupati Pesisir Selatan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, Oktober 2023

BUPATI PESISIR SELATAN, KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITII'(\KABUPETEN PESISIR

Vy N
Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd ARD{DARMAFULRA, S.H., MSi.
NIE/19670901 198602 1 001
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REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) @ (3) ()
. Ten@]gnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Niai AKIP Petangkat Daeteh A(81)
Berkinerja
2. [Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah Nilai Kematangan Inovasi PD 100
Cakupan Pencegahan atau Tangkal 80%
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat daiam Dini Konfik
3 1Pemb§ngmm dan Menjaga Lingkungan Secara Cakupan Peningkatan Pendidikan
Mandir Wawasan Kebangsaan dan 30%
Pendidikan Politik
Program Anggaran Keterangan
1. Program Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp 3.241.597.082 APBD
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan Rp 68.117.800 APBD
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan
2. Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Poiitk dan ~ Rp 19.998.858.085 APBD
Pengembangan Elika Serta Budaya Politik
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan
4. Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Rp 97.041.171 APBD
Sosial
Painan, ..., Oktober 2023
BUPATI PESISIR SELATAN, KEPALA | YRE BANGSA DAN POLITIK
Vi IR SELATAN
E .:‘S’ T '\ (?L
i ( f | Yued
> 1%al]
Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd. \ , BHMSI,
\eyib! 21001
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PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Rohana Kudus -PAINAN

EEPUTUSAN

EEPAT A BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIE

EABUPATEN PESISIE SELATAN
NOMOR : 900/ 08 /BEPol-P5/2023

TENTANG

INDIEATOPR. EINEETA UTAMA PADA
BADAN EESATUAN BANGSA DAN POLITIE EABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2021 — 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIE

Menimbang

Mengingat

Laporan Kinerja Tahun 2023
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EABUPATEN PESISIR SELATAN,

bahmra dalam rangka memberikan informasi kinenja dan ukuran
kinerja keberhasilan Badan Kesaman Bangsa dan Politik dalam
pencapaian fuyjuan dan sasaran pada Bencana Strategis Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik 2021 = 2026, perlu ditetapkan
indikator kinerja utama Badan Kesatwan Bangsa dan Politik
vang spesifik relevan dan terulour;

bahmra untuk melaksanalkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan
Menteri Negara Perdavagunaan Aparatur Negera dan Reformasi
Birokrasi Nomor PER/OSNPAN/S/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKLT) Instansi
Pemerintah:

bahrra berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada
buraf a dan humf b perlu menetaplkan Indikator Kinerja Utama
Badan Eesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021- 2026, dengan Eeputusan Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politk Kabupaten Pesisir Selatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Diaerah Otonom Kabupaten Dalam Linglengan Daerah Propins
Sumatera Tengah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 253), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1937
MNeomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1958
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Talmn 1958 Neomer 108,
Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2014
Momor 244, Tambahan Lembaran MNegara Fepublik Indonesia
MNomor 5587, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang MNomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Wegara Bepublik
Indonesia Tabmn 2014 Nomeor 246, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5589);

Undang-Undang Nomeor 30 Tahun 2014 tentang Admimistrasi
Pemerintahan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomwor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia MNomeor 3601), sebagaimana telah diubah dengan
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Undang-Undang Nomor 11 Tabun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
MNeomor 6573);

Peraturan Pemernintah Nomeor & Tahun 2006 tentang Pelaporan
Eenangan dan Kinerja Instansi Pemenntahan Tahapan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 26 Tahun 2006
dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor
4614):

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2016
Nomeor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 5888), sebagaimana telah dmbah dengan Peraturan
Pemenntah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2019
Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 6402;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Aluntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:

Peraturan Menterni Negara Pendayagunaan Aparatur Negera
Nomor PERMS/MPAN/S2007 tentang Pedoman Unmm
penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomeor Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat
Daerah, sebagaimana telah divbah dengan Peraturan Daerah
Eabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah MNomor 8 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomer 4 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD) Tahun 2021-2026;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomeor 104 tahun 2021 tentang
Fencana Strategis Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026:
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 178 Tahun 2021
tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Funpsi
Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
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Menetapkan

EESATU

EEDUA

EETIGA

EEEMPAT

MEMUTUSEAN :

EEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG INDIEATOR KINERJA
UTAMA BADAN EESATUAN BANGSA DaN  POLITIE
EABUPATEN PESISIRE SELATAN TAHUN 2021-2026.

Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan Daerah,

Penelitian dan Pengembanpgan Eabupaten Pesisir Selatan sebagaimana

tersebut dalam daftar Lampiran keputusan ini;

Indikator Kinerja Utama Badan sebagaimana dimaksud diltum KEDUA

merupakan acuan kinerja vang dipergunakan oleh Badan Eesatwan

Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan nntuk menetapkan:

1. Rencana Kerja Badan Eesatnan Bangsa dan Politik Eabupaten
Pesisir Selatan;

2. Penetapan Finerja Badan Eesaman Bangsa dan Politik Kabupaten
Pesisir Selatan;

3. Laporan Akuntabilitasi Kinerja Pemerintah pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Pestsir Selatan;

4 Evaluasi Kinerja Badan Kesamman Banpgsa dan Politk Kabupaten
Pesisir Selatan;

5. Pemantanan dan Pengendalian Kinerja Pelaksana Program dan
Eegiatan Linglup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Eabupaten
Pesisir Selatan;.

Capaian Indikator Kinerja Utama mempalkan tolak ulour dalam pemlaian

kinerja Badan Perencanaan Daerah. Penelitan dan Pengembangan

Eabupaten Pesisir Selatan.

Eeputusan Kepala Badan ini nmlai berlakn pada tanggal ditetaplan.

Ditetapkandi  : Painan
Pada Tanggal Januari 2023

Fep ala Badan,

7 =t Patbina Thyl (IV/b
NIP. 19670901198602 1 001

Laporan Kinerja Tahun 2023
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LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIE KABUPATEN PESISIR SELATAN

Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor - 900/ 08 /BEPol-P5/2023
Tanggal Jaman 2023
Tentang

L

: Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Poliik Kabupaten Pesizar Selatan Talnm 2021-2026

Penetapan Indikater Kmerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Talumn 2021 - 2026

PEJABAT : ESSELONII

INDIKATOR TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE
NO | SASARAN STRATEGIS - SATUAN
SASARAN 2021 002 W03 2024 2025 2026
Milal Reformasi ) ) )
Terwujudnya Pemerintahan | Birokras: Perangkat Tanpa Satuan BYA NiA 63 (B) 65 (B) 83 (B) 83 (B)
yang Alnmtabel dan Daerah
Berkinerja Nila1 ARIP
Peranekat Dasealy | L2RP2 SAWAN | BR (71 g) BB (72) A(81) A(B1Y) A(8LS) A(82)
Menmgkatnya Kualitas Wilai Kematanoan .
Iaovas Dacrsh S —— Tanpa Satuan N/A 100 100 100 100 100
Eﬂpﬁn st % 30 20 20 80 100 100
Meningkatnya Partisipasi | tanskal dini konflik
Masyarakat dalam Cakupan
Pembanguman dan Peningkatan
Menjaga Linghungan Pendidikan % N/A N/A 30 30 35 35
Secara Mandm wawasan
kebangsaan dan
Pendidikan Politik

Laporan Kinerja Tahun 2023
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PEJABAT : ESSELON III

i ) INDIKATOR o TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUNKE
NO. | SASARAN STRATEGIS - SATUAN
SASARAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Meningkatya Nilai Nilai Komponen
L |Fabaa BB | Perencanaan pada | Ty s BB (718 BB (72 81 812 AQ@LS 82
.| Keshangpol valuns § anpa Satuan (T1.8) 7 ABD A(BLD (21.5) AR
Badan Kesbangpol
Meningkatnya Pelayanan | Timgkat Kepuasan
2. | Unnm dan Kepegawalan | Terhadap Layanan | Tanpa Satuan | Menmaskan | Memmaskan | Menmaskan Sangat Puas Sangat Puas | Sangat Puas
Badan Kesbangpol Eepegawaian
- : Jumlah Inovasi Per . .
3. | Menmngkatmya Inovas: Bidang (1) Inovasi WA 1 3 3 3 3
. Persentase
MMeningkatkan Peran :
Forum Strategis Daerah Rekomendasi o o
4 = Penanganan A 20 E0 20 B0 100 100
dalam Pencegahan dan Konflik vang
Penanganan Konflik ditindsk Lot
Jumlah
Meningkatmya Fasilitasn | Penyelenggaraan
tentang Ideclogi Pendidikan
5. | Pancasila, Wawasan Ideclogi Pancasila, Kah N/A 2 2 3 4 5
Kebangsaan dan Karakter | Wawasan
Bangsa Eebangsaan dan
Earakter Bangsa
Menurmnya Penyalkit Persentase . -
6. Masvarakat ’ Penunman Kasus ® Nia 3 2 2 1 1
) Penyalahgpumaan

Laporan Kinerja Tahun 2023
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Narkoba
Persentase . - .
Pemumuman Kasus - NfA NiA 3 2 1 1
F.enakalan Femaja
Persentase
Meningkatmya Peran Aspirasi
Lembaga Poliik/Ormas | Masvarakat yang . - sz :
7 o ] J550 55
" | vntuk Resejabteramn ditesima dar. . NfA NiA 55 60 &0 63
Masyarakat Perwalilan Partai
Politik
EINERJA OFERASIONAL
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE
- - INDIKATOR .
NO-| SASARANSTRATECE | “sasaman | SATUAR 10 022 083 0 IOE 2076
Jumlah Delumen
Tersusimnya Dolnumen f_,:g;‘;afjm dan 3 %lm 3 %ﬁlﬁa 3 @ﬁlﬂ 3 (Renstra, RKA 3 %im 3 %itm
L ﬂﬁg katt Daeral tepat Per;nng.r Daerah Dolcumen Pemubahan Pemubahan Perubahan, Pew Pemubahan, Perubahan,
1 yang disusun BEA) BEA) EEA) BEA) EEA)
Tepat Waktu
Menmgkatnya Enalitas Jumlah Deloumen
2. | Data Kinerja Badan Data Sektoral yang [ Dolumen N/A 3 3 4 4 5
kesbangpel dikelola
Persentase
3, | Menmgkatnya Layanan | Dolommen 2 100 100 100 100 100 100
Kepegawaian Kepegawailan
Tepat Waktm
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Persentase
Meningkatnya Kualitas Layanan Surat o
+ Layanan Surat Menyurat | Menyurat Sesual N 100 100 100 100 100 100
SOP
Meningkatnya SDM Jumlah Pelatihan . -
5. Kesbangpol K antor Sendin Kal N/A N/A 1 1 1 1
Informasi Keamanan,
6. | Ketentraman dan niah Data Konflik 5 10 10 10 10 10
Eetertiban Masyaralkat
Jumlah
Meningkatnya Masyarakat | Masyarakat yang
A T | Mengilanti
yang Mengilouti Ideclogi Pemvelen
7. | Pancasila, Wawasan Ii?_}f ! f‘fg"*mﬂ’.lh Orang N/A 500 500 500 500 500
Kebangsam dan Karakter |, oo coasia,
Bangsa Wanrasan
= Kebangsaan dan
Karakter Bangsa
Jumlah
Penyelengaraan Eah N/A 1 2 2 3 3
Meningkatkan Fasilitasi | Pencegahan Pekat
8. |Pencegahan dan -
Pengawasan PEKAT Jumlah
Penyelengaraan Kali WA 1 1 1 1 1
Pengawasan Pelat
Perzentasze
: . Lembaga Politik
Meningkatkan Efeknfitas - o o - -
9. Kelembazasn Demokras (Partai/Ormas) A 80 80 80 80 85 85
= yang sesuai
dengan Regulasi

Laporan Kinerja Tahun 2023
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Penjelasan Indikater EKinerja TUtama (IKLT) Badan Kesatuan Bangsa dan Peolmnk
Eabupaten Pecsizir Selatan Tahum 2021 — 2026

Agar selurah stakeholder Badan Kesatnan Bangsa dan Politik memaliks preseps:
vang sama terhadap KU Badan Eesatoan Bangsa dan Polittk EKabupaten Pasizir
Selatan Tabun 2021-2026, maka setiap indikator akan dijelaskan terkamt defimisa
operasional, formoula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penangrungz

jawabd pelakzana program untuk mencapal target kimerja yvang telah ditetaploan

Penjelasan masing-masing IKLT Badan Kesatuan Bangsa dan Politk tabuan 2021-20268

adalah sebagal berkut:

1. Milai Feformasi Birokras: Perangkat Daerah

Leval dalam Besntra
Drefinisy Oprasional

Formwula

Sumber Dhata
Penanggung jawab
2. Milai AETPF Perangkat Dasrah

Level dalam Besnira
Drefinis: Oprasional

Formoula
Sumber Ddata

Penanggung jawab
1. Milai Eematangan Inovasi PD

Level dalam Besntra
Dafimizy Oprasional

Formoula

Sumber Data

Penanggung jawab

Indikator Emerna Utama Sasaran

Milaz Beformasi Birckrasi Perangkat Daerah
merupakan nilal yvang dikeluarkan oleh Tim
Asesor Intermal Pemerintah Dhasrah dengan
melakukan penilaian secara mamndin
berdasarkan katentuan yang berlakuw
berdasarkan pada pemennhan malaz
pengungkit 60% dan hasil 40%. MNila: im
setiap tahunmya dibenkan oleh Inspelktorat
Diasrah sebaga: Assesor sebagaiman tertuang
dalam Permenpan BB no 26 talvom 2020,
Hazil penilaian Feformasi Birokraz: oleh
Inspektorat Daerah

Laporan hasil penilaian Reformas: Birokrasi
Badan Eszatnan Bangza dan Politik

Indikator Emena Utama Sasaran

Milaz AKIP mempakan hasil pemlaian
terhadap Alkuntabilitas Einerja yang dimlai
dar: 4 komponen vaitu Perencanaan Einena,
Pengukuran Kinerna, Pelaporan EKinerja dam
Evaluasi Akuntabilitas Einerja Intermal

Haszil penilaian Inspektorat Daerah

Laporan hasil evaluasi: AKITP dan Inspektorat
Diasrah

Badan Eesatuan Bangsa dan Polink

Indikator Emerja Utama Sasaran

Nilar: kematangan movasi maropakan milas
ambang batas mmimal dan sebuah meosasa
vang dihasilkan oleh peranglkat daerah untuk
di entrilkan dalam aplikas: GA Eemendagr.
Haszil penilaian saat pengentmian krmiteria
norrasl pada aphkaza IGA

Aplikasi pengentrian krnteria mmeorasi dam
Eemendagri

Badan Eszatnan Bangza dan Politik

4. Cakupan Pencegahamn atau 'Iangkal Dima Eonflike

Level dalam Besnira
Drefinis: Oprasional

Formoula

Laporan Kinerja Tahun 2023

Indikator Emena Utama Sasaran

Cakupan pencegahan atan tangkal dim
konflik adalah serangkatan kegiatan yang
dilakukan secara sistematis dan terencana
dalam situasi dan peristivwa baik sebelhum
pada saat, maupun sesudah terjasi konflik
Yang mencaloup pencegahan konflik
penghentian konflik, dan pemulihan pasca
konflik.

5 potensi konflik
vang terdeteksi. terbahas dan
tertanzani dalam rakor kewaspadaan
dimi paasvarakat (KR

3L 100%s
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¥ konlflik yang dilaparkam

Sumber Diata :  Badang EKewaspadaan Masional dan
Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa
dan Politak

Penanggung jawab :  Badan EKezatnan Bangsa dan Politik

5. Cakupan Penmgkatan Pendidikan "-‘5.-'.11.1. asan Kebangsaan dan Pendidikan Polink

Level dalam Besntra : Imdikator Emerja TUtama Sasaran

Draefinis: Oprasional . Persentase Kelompok masyvarakat yang
mendapatkan Pendidikan Wanasan
EKesbangsaan dan Pendidikcan Polink

Formmla . ¥ Eelompok masyarakat yang

mendapatikan Pendidikan Wasasan
Eebanzsaan dan Pendidikan Politik W 100%
¥ Kelbvmpok masyarakan Sasaran
Pendidikan Warasan Eehamesaan
dam Pendidikan Politik
Sumber Data . Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan,
EKeatahanan Ekonomi: Sosial Buadaya dan
Agama; Pohtik Dalam Negan dan
Orzganmisasi Kemasvarakatan

Penanggung jawab : Badan Keszatuan Bangsa dan Politik

6. Milal Komponen Perencanaanpada Esraluasi SAKTP Badan KEecbhangpol

Level dalam Besntra Einerja Taktikal

Drefinisi Oprasional ;. HMila: komponen perencanaan pada evaluasi

SAKITP Badan Kesbhangpol myerupakan mlan
komponen perencanzan yvang terdapat pada

LHE LEK;.
Formomla : Nila: komponen perencanazn pada LHE LK)
Sumber Data . Impektorat Dasrah
Penanggung jawab : Badan Keszatnan Bangsa dan Politik
7. Tmgkat Kepuasan Terhadap La}ananl‘.'..epeg.a.“m
Leval dalam Fesntra Einerja Taktikal
Drefinis: Oprasional : Tingkat kepuasan terhadap layanan

kepegavwain mempakan level kepuasan
terhadap lavanan kepegawalan pada Badan

Eeathangpal

Formomula : Tingkat perlutungan rata-rata kepuasan
terhadap layanan kepegavwalan

Sumber Diata :  Bagalan Umnm Eepegawraian

Penanggung jawab : Badan Keszatnan Bangsa dan Politik

&. Fumlah Inovasi Per Bidang (1)

Level dalam Resntra - EKinerya Taktikal

Drafinizi Oprasional :  Banyaknya movasi yang dihasillkean oleh
badang

Formmla : Jumelah movasi

Sumber Diata :  Badang pada Badan Kesbhangpol

Penanggung jawab : Badan Keszatnan Bangsa dan Politik

9. Persentase Fekomendaszi Penanganan Konflik yang ditindalk Tanjuty

Level dalam Fesntra :  EKinera Taktikal

Drafinisi Oprasional :  Persentase konflik wvang difasibitasi oleh
Badan Kesbhangpol

Formula : Jumlah Konflik vang difasilitasi ¥ 100°:

FJumlah Eonlfik e

Sumber Data - Baidang EKevwaspadaan Maszional dam
Peananganan Konflik

Penanggung jawab : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

10, Jamlah Penvelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila, Wawasan Eebangsaan
dan Karakter Bangsa

Level dalam Resntra - EKinerya Taktikal

Draefinis: Oprasional : Banyaknya Penyelenggaraan Pendidikan

Laporan Kinerja Tahun 2023
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Ideclog: Pancasila, Wamasan KEebangsaan
dan Karakter Bangsza

Formouala ;. Jumlah Penyvelengzaraan Pendidikcan
Ideclog: Pancasila, Wawrasan Eebangsaan
dan Karakter Bangza vang dilaksanakan cleh
Badan Kesbangpol dan partal pehitnk

Sumber Drata -  Badang Kemwaspadaan Masional dan
Penanganan Konflik

Penanggung jawab : Badan Eesatuan Bangsa dan Polik

11. Perzentase Panuruman Kasus Penyalahpunzan Markoba

Level dalam Besntra ;. Kinenya Taktikal

Drafimizi Oprasional . Mermoppakan Persentase Penwruman Easus
Penyalahgunaan Markoba

Formmla . [fumzlah Kacus Pexyalabgunaasn Narkoeha

Tahe=n Begjalan]) = (Fumlah Facac
Panvalsheunaan M ashoodhs Takom Lala) 3 100%
{Fumlah Easos Penyalahpuonaan
MNarkobka Tabun Lahi)

Sumber Drata . Polres Pecisir Salatan
Penanggung jawab : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
12 Persentase Penuruman Kasus KEenakalan Femaja
Leaval dalam Remntra : Kinerya Talktikeal
Drefinasi Oprasional : Mermupakan Persentase Penwrunan Easus
Kenakalan Eemaja
Formmila - (Tamlah Easnc Eonakalan Roraja Takean
Bazjalan]) = (Fumlah Kasas Kenalan
; X 100

Jumlah Kasus RBEI.E}I:IJI Femaja Tahu=
Sumber Drata : Satuan Polisi Pamong Praja
Penanggung jawab : Badan Eesatuan Bangsa dan Polik
13. Persentase Aspirasi Masvarakat 'l.ra.u_:,. diterimaa darl Pervakilan Parta: Politk
Leval dalam Besntra Kinerya Taktikal
Drefinisi Oprasional . Mermupakan Aspirasi  Masyarakat vang

diterimaa dar Pervakilan Partar Poliak

Formmla cumalab sspuwen veng dideuapaken = 10094
Tamlah AcpiTasi yang diamicss Macyamalar e

Sumber Diata :  Sekwan dan Bappedalithbang

Penanggzung jawab : Badan Eesatuan Bangsa dan Politik

14 Jumlah Diokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Dasrah vang disusum
Tepat Walktu

Level dalam Besntra :  Kinerja Operasional

Drefinizi Oprasional : Memupakan wakto yang harus ditepats saat
menvarmpaikan laporan terkat

Formoula : Waktu terakhir penyvampaian laporan sesual
permintaan dar instansi terkast

Sumber Drata : Sub Bagian Program Anggaran dan
Kesuangan

Penanggung jawab : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

15 Jumlah Diekumen Data Sektoral "l."-aII.:,. dikelola

].'_e-"el dalam Besntra Kinerja Operasional

Definizi Oprasional :  Bamyaknva Dwolkumen Data Sektoral yanmg
dikelola

Formomla : Jumlah Dekuwmen Data Ssktoral vyang
dikelola

Sumber Drata : Badang di Badan Kesatuwan Bangsa dan
Politlke

Penanggung jawab : Badan Eesatuan Bangsa dan Polik

156 Persentase Diokumen Eepegawatan Tepat Wakto

Leaval dalam Resntra :  Kinerja Operasional
Drefimisi Oprasional . Merupakan dolumen sezala bentulk
kegiatan yang berkaitan dengan

77

Laporan Kinerja Tahun 2023



3 Badawn Kesatuan Bangsa dawn Politike
Kabupaten Pesislr Selatan

Formeuala

Sumber Data
Penangmung jawab

Kepegawalan yvang disusun Tepat Walkdmn
Famlah Doinmmen Eepssaaratan. Teper: Wakim
Jumnlah Easalorohan Deknmsan T 1p0%a
Eopagam zian
Sub Bidanpg Unoam dan Kepegarm-atan
Badan EKezatuan Bangza dan Politik

17. Persentase Layanan Surat Menyurat Sesoan SOP

Level dalam Besnira
Drefimisi Oprasional

Formouala
Sumber Drata
Penangzung jawab

18 Jumlah Pelatthan Kantor Sendin
Level dalam Resnizra
Drefimasy Oprasional

Formmala
Sumber Data
Penanggung javwab

19, Tumlah Data Konflik
Level dalam FKesnira
Drefimizy Oprasional

Formeuala
Sumber Data

Penanggung javwab

Kinerja Operasional

Mermupakan acuan penerapan langkah-
langkah alur surat masuk baik mtermal
mauwpun eksternal secara terhb dam teratur

dalam lavanan Surat menyuarat
Jurelah Tovvoman Syerar Meermimar Sesuas SOE
Tumlah Layapnan Surar Memyurat
Sub Bidang Unoam dan Kepegam-atan
Badan EKezatuan Bangza dan Politik

XN 1D0%e

Kinerja Operasional

Pelatthan kantor sendin dilakokan untuk
peningkatan kapasitas sdm pegavwal Badan
Keachangpaol.

Jumlah Pelatthan Kantor Sendin

Sub Bagitan Program Anggaran dan
KEesuangzan

Badan Eesatuan Bangza dan Politik

Kinerja Operazional

Mermupakan kegiatan pendataan
penpumpulan data konflik vang ada da
Pezizit Selatan

Jumlah Data Konflik

Bidang Eemwaspadaan Masional dan
Penanganan Konflik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

20, Fumlah Masyarakat wvang Mengikuti Penyelengparaan Ideclozi: Pancasila,
Wamrasan Kebangzaan dan Farakter B:l.ng:s.a

Level dalam Resnizra
Drefimisy Oprasional

Formeuala

Sumber Dhata

Penangzung javwab

Kinerja Operasional

Mempakan Masvarakat vang Mengikuty
Penyvelanggaraan Ideclogl Pancasila,
Wanmasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
Jumlah MMasyarakat yang Mengilouts
Penvelenggaraan Ideclog1 Pancasila,
W amrasan Kebangsaan dan Earakter Bangsa
Sub Bidang Ideclogi Wawvrasan Kebangzaan
dan Karakter Bangsa

Badan Eesatuan Bangsa dan Polmtik

21. Tumlah Penvelengzaraan Pencegahan Peakat

Level dalam Besnira
Drefimiss Oprasional

Formeuala
Sumber Drata

Penangzung jawab

Kinerja Operasional

Merupakan kegiatan vang dilakukan untuk
pencegahan Pelat

Jumlah Penyvelangzaraan Pencegahan Pekat
Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial
Buadaya dan A gama

Badan EKezatuan Bangza dan Politik

22 Jumlah Penvelengzaraan ngau asan Pakat

Level dalam Resnizra
Drefimisy Oprasional

Formeula
Sumber Data

Penanggung javwab
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Kinerja Operasional

Mempakan kegiatan vang dilakukan untuk
pengavasan Pekat

Jumlah Penyvelanggaraan Pengawasan Pekat
Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial
Buadaya dan Agama

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik




Badan Kesatuan Bangsa dan Politike
Kabupaten Pesisiy Selatan

23. Persentase Lembaga Polhink (Pana;lOrmas) yang Sesual dengan Regulas:

Level dalam Resntra
Definis: Oprasional

Formula

Sumber Data

Penanggung jawab
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Kinerja Operasional
Merupakan Partai/Ormas vang terdaftar d:
Kemenkumham dan sesua: dengan standar
yang ada.

Jamlah Partai/Ormas yang sesuad dengan

mgalas

Jumlah Part2i/Ommmas yang ada di pesisir X 100%

Selatan

Sub Bidang Pohtik Dalam Negen dan
Organisasi Kemasyarakatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Pohitik

Dk BADAN KESATUAN BANGSA
P \- AN POLITIK
N A DUEATENT

X (O
NIP. 1967090119860 1 001
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I Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan

10 JUTA "maw ¢
BENDERA weran putin l
MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

BUfesibar %gx.iaa/d

FERMERIMNTHH HAEUFATEMN FESISIFE SELATHR

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Menyampaikan Apresiasi, Penghargaan, dan Terima Kasih
Atas Partisipasi Aktif dan Kerjasamanya Dalam Pelaksanaan Kegiatan
Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih
Dalam Rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia

Jakarta, 8 September 2023 l
WENT DALAM NEGERI

TITO KARNAVIAN \‘j;-

a. Tanggal/Tahun : 8 September 2023

b. Lokasi

- Jakarta

c. Diberikan Oleh : Kementerian Dalam Negeri
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